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Abstract: This study was conducted to find out how the mechanism of recording, administration and reporting of state property through the SIMAK-BMN application designed by the financial accounting system application team under the treasury system directorate of the finance department in an effort to realize BMN Report transparency and accountability. The method used in this study is descriptive qualitative approach to literature study through government regulations, scientific books, scientific journals and articles on the internet. From the overall analysis of the literature carried out it can be concluded that with the SIMAK-BMN Application the recording of fixed assets is more patterned or systematic, and makes it easier to produce BMN reports.
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1.   
PENDAHULUAN
Dalam upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat   waktu   dan   disusun   dengan mengikuti standart akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang  Standar  Akuntansi Pemerintah berbasis akrual sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 berbasis kas menuju akrual, menyatakan setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya- upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiataan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparasi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja dalam suatu Laporan Keuangan  Pemerintah.  Dengan adanya pedoman tersebut, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sekaligus mendukung adanya good governance.
Hal tersebut juga telah diatur dalam  UU  Nomor  17  Tahun  2003 yang menyatakan bahwa semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selain itu sebagai pelaksanaan dari ketentuan dari Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi  dan  tertib  pengelolaan BMN/Daerah, maka pemerintah menerbitkan PP No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/Daerah.

Salah satu elemen pada laporan   keuangan   tersebut   adalah Aset, dengan demikian pertanggungjawaban atas aset atau Barang Milik Negara (BMN) menjadi semakin penting. Informasi BMN memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos- pos persedian, aset tetap, maupun aset lainnya. Jika dilihat dari nilai BMN pada LKPP tahun 2017 yang meliputi neraca dan BMN Ekstrakomptabel naik sebesar 213,06% dari nilai BMN tahun 2016.  Kenaikan signifikan  ini diakibatkan karena adanya kegiatan revaluasi aset tetap terhadap BMN berupa  Tanah,  Gedung  dan Bangunan, Bangunan Air dan Irigasi pada semester II tahun 2017 (Overview LBP 2017).
Maka dari itu Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem   penatausahaan   yang   dapat menciptakan pengendalian (controlling) atas BMN. Maka dari itu diperlukan alat bantu berupa sistem yang dapat mempermudah pengadministrasian   serta pengendalian atas BMN. Mengingat seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini sebuah Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) diselenggarakan pemerintah dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN   serta pengelolaan/pengendalian BMN yang dikuasai oleh suatu unit akuntansi barang (Pamungkas,2011).

Penelitian ini lebih berfokus mengenai keefektivan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dalam mengelola Aset Negara baik dari sisi penggunaan maupun keandalan informasi yang disajikan. Masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana mekanisme pencatatan, penatausahaan dan pelaporan barang milik negara melalui SIMAK-BMN dan manfaat yang dirasakan bagi para pengguna    sistem    tersebut    dalam mencapai tujuan akhir yaitu untuk mewujudkan  sebuah  laporan keuangan transparan dan akuntabel sebagaimana  sesuai  dengan  SAP dalam mewujudkan good corporate governance. Selain itu penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi  terhadap  pemerintah sebagai pembuat regulasi agar dapat lebih meningkatkan keefektivan dari regulasi maupun sistem  yang dibuat dan untuk satuan kerja sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) agar dapat lebih aktif untuk memberikan kontribusi dan feedback dalam menggunakan Sistem yang sudah dirancang pemerintah.

2.   
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 
Landasan
 Teori
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) merupakan serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi yang dimulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat. SAPP memiliki 2 (dua) subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara     (SA-BUN)     dan     Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SABUN dilaksanakan oleh Departemen Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sedangkan Sistem Akuntansi Instansi   (SAI)   memiliki   dua   sub sistem: Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan SIMAK-BMN.

2.2
Dasar Hukum
Landasan Hukum Pengelolaan Barang Milik Negara:

1. Undang   –   undang   Nomor   17 Tahun   2003   tentang   keuangan Negara

2.
Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004     tentang     Perbendaharaan Negara

3. Peraturan    Menteri    Keuangan Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah

4. Peraturan   Pemerintah   Nomor   6 Tahun  2006  tentang  Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

5. Peraturan      Menteri      Keuangan Nomor  96/PMK.06/2007  tentang tata cara            Pelaksanaan pengunaan, pemanfaatan, penghapusan,                              dan Pemindahtanganan   barang   milik Negara

6.  Peraturan      Menteri      Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan      Barang      Milik Negara.

2.3 SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara)
Lahirnya SIMAK BMN merupakan langkah mudah dalam mengelola asset/kekayaan Negara mulai dari manual ke elektronik/komputerisasi dan  lebih  mudah  dipahamioleh para petugas pencatat dan penanggungjawab asset/kekayaan negara baik di tingkat satuan kerja (satker) sampai  tingkat  kementerian. SIMAK BMN sebagai sistem akuntansi selayaknya diselenggarakan oleh unit organisasi akuntansi BMN dengan memegang prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Ketaatan: yaitu prinsip akuntansi barang milik Negara yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku.

2.
Konsistensi: pencatatan akuntansi barang milik Negara dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.
Kemampubandingan:  pencatatan akuntansi  barang  milik  Negara menggunakan klasifikasi standar sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode akuntansi.

4.
Materialitas: pencatatan akuntansi barang milik negara dilaksanakan dengan  tertib  dan  teratur sehingga seluruh informasi yang memengaruhi keputusan dapat diungkapkan.

5.
Obyektif:  pencatatan  akuntansi barang milik Negara dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

6.
Kelengkapan: pencatatan akuntansi barang milik Negara harus mencakup seluruh transaksi yang terjadi.

2.4 Struktur     Organisasi     Barang Milik Negara
Struktur organisasi Akuntansi Barang Milik Negara (BMN) menurut Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat ditetapkan sebagai berikut :

a. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) merupakan unit akuntansi yang berada pada tingkat satuan kerja yang menyelenggarakan   SIMAK-BMN tingkat Kuasa Pengguna Anggaran. 
b. Unit        Akuntansi        Pembantu Penguasa        Barang        Wilayah (UAPPB-W)     merupakan      unit akuntansi yang berada pada tingkat wilayah,  yang  menyelenggarakan

SIMAK-BMN tingkat wilayah.

c. Unit      Akuntansi      Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 (UAPPB-E1) merupakan unit akuntansi yang berada pada tingkat Eselon 1  yang menyelenggarakan SIMAK-BMN tingkat Eselon 1.

d. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) merupakan unit akuntansi yang berada pada tingkat Kementrian Negara/Lembaga yang menyelenggarakan SIMAK-BMN tingkat Kementerian Negara/Lembaga.

2.5 Jenis     Transaksi     Perekaman
BMN Pada SIMAK-BMN
Adapun jenis-jenis transaksi yang ada dalam SIMAK-BMN yang dijelaskan secara detail oleh Rahardiyanti (2012) dalam Majampoh (2017) sebagai berikut :

1. 
Saldo Awal
Merupakan saldo BMN pada awal tahun  anggaran  berjalan  atau  awal tahun mulai diimplementasikannnya SIMAK-BMN yang merupakan akumulasi  dari  seluruh  transaksi BMN tahun sebelumnya.

2.
Perolehan BMN
Merupakan transaksi penambahan BMN  yang  tahun tanggalperolehannya sama dengan tahun anggaran berjalan. Transaksi perolehan BMN meliputi:

a. Pembelian,   merupakan   transaksi perolehan BMN yang dibeli atau diperoleh atas APBN

b. Transfer      Masuk,      merupakan transaksi   perolehan   BMN   dari KPB
lain   dari   satu   pengguna barang atau dari KPB atau pengguna barang lainnya

c. Hibah,      merupakan      transaksi perolehan   BMN   yang  diperoleh dari hibah atau sumbangan yang sejenis dari luar pemerintah pusat

d. Rampasan,   merupakan   transaksi perolehan  BMN  dari  hasil rampasan berdasarkan pelaksanaan ketentuan undang-undang atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang sudah ditetapkan

e. Penyelesaian           Pembangunan, merupakan transaksi perolehan BMN    dari    hasil    penyelesaian pembangunan berupa banguan atau gedung dan BMN lainnya yang telah diserahterimakan dengan Berita  Acara  Serah  Terima (BAST)

f. Pembatalan             Penghapusan, merupakan pencatatan BMN dari hasil  pembatalan  penghapuasn yang sebelumnya telah dihapuskan atau dikeluarkan dari pembukuan berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan

g. Reklasifikasi   Masuk,   merupajan transaksi BMN yang sebelumnya telah dicatat dengan penggolongan dan kodefikasi BMN yang lain

h.
Pelaksanaan            dari Perjanjian/ Kontrak, merupakan barang yang diperoleh dari pelaksanaan kerja sama pemanfaatan, bangun serah atau bangun serah guna, tukar menukar, dan perjanjian kontrak lainnya.

3. Perubahan BMN
Transaksi perubahan BMN meliputi:

a.
Pengurangan Kuantitas/Nilai, merupakan transaksi pengurangan kuantitas atau nilai BMN yang menggunakan satuan luas atau satuan lain yang pengurangannya tidak menyebabkan keseluruhan BMN hilang

b Pengembangan,             merupakan transaksi  pengembangan  BMN yang dikapitalisir yang mengakibatkan    pemindahbukuan di Buku Barang Ekstrakomtabel ke Buku Barang Intrakomtabel atau perubahan  nilai  satuan  BMN dalam Buku Barang Intrakomtabel

c. Perubahan   Kondisi,   merupakan pencatatan  perubahan  kondisi BMN

d. Koreksi                          Perubahan Nilai/Kuantitas,   merupakan koreksi pencatatan atas nilai atau kuantitas BMN yang telah dicatat sebelumnya

e. Perubahan/  Pengembangan  BMN dari penyerahan Aset Tetap Hasil Renovasi, merupakan pencatatan aset  yang  dinilai  renovasinya sudah diserah terimakan dari pihak lain

f. Perubahan   nilai   koreksi   tim penertiban aset, merupakan perekaman atas barang-barang BMN hasil koreksi dari Tim Penertiban BMN (penilaian kembali).

4. Penghapusan BMN
Transaksi       penghapusan       BMN meliputi:

a. Penghapusan,                merupakan transaksi untuk menghapus BMN dari pembukuan berdasarkan suatu surat keputusan penghapusan oleh instasnsi yang berwenang

b. Transfer      Keluar,      merupakan transaksi penyerahan BMN dari saru UAKPB kepada UAKPB lain dalam lingkup pemerintah

c. Hibah,    merupakan    penyerahan BMN pada pihak ketiga

d. Reklasifikasi   Keluar,   merupakan transaksi  BMN  ke  dalam klasifikasi BMN yang lain 

e. Koreksi   Pencatatan,   merupakan transaksi untuk mengubah catatan BMn yang telah dilaporkan sebelumnya.

3.   
METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini adalah deskriptif  kualitatif  yang dilaksanakan dengan teknik riset kepustakaan, dan riset lapangan. Dengan data sekunder atau yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkenaan dengan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dari beberapa jurnal, buku, atau peraturan   pemerintah   serta   artikel pada    website.    Sedangkan    teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara   singkat   terhadap   salah satu UAKPB pada satuan kerja perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Jember dan Dokumentasi. Kemudian memulai proses analisis data dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber seperti yang dikemukakan oleh Miles dan  Huberman  dalam  Moleong (2013) menyatakan bahwa aktivitas dalam analisi data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif tersebut meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4.   
PEMBAHASAN

Barang milik negara yang meliputi unsur-unsur dari beberapa laporan neraca yaitu aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. Dalam pengertian BMN aset lancar yang dimaksud disini adalah persediaan, sedangkan aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin. Menurut Hall (2007) dalam Nasrudin (2015) mendefinisikan bahwa aset tetap adalah: “properti pabrik dan peralatan yang digunakan dalam operasi bisnis. Item yang  relative  permanen  dan  sering kali secara kolektif mencerminkan investasi keuangan terbesar dalam perusahaan atau organisasi. Dalam sektor public, berarti mencerminkan investasi pemerintah berupa belanja modal aset permanen”.
Mengingat bahwa keberadaan aset sangat penting dalam membantu percepatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset tetap pemerintah, aplikasi SIMAK-BMN yang merupakan aplikasi berbasis komputer   atau   software   rancangan dari tim aplikasi sistem akuntansi keuangan dibawah  direktorat  sistem perbendaharaan   departemen keuangan digunakan  untuk pencatatan   Barang Milik   Negara berdasarkan  pada  Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).
Penggunaan aplikasi SIMAK- BMN memiliki tujuan untuk memperbaiki  proses  pengelolaan BMN yang selama ini dinilai belum efektif  dalam  pelaksanaannya. Adapun tujuan lain dari penggunaan aplikasi ini dimaksudkan untuk mempermudah  para  pengguna aplikasi    pada    entitas    Pemerintah dalam melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang berkenaan dengan BMN, selain itu aplikasi ini juga memberikan kemudahan dalam menyusun Laporan terkait dengan BMN yang dilaporkan kepada para Stakeholders yang dalam hal ini Presiden sebagai pimpinan seluruh Kementerian atau Lembaga, Masyarakat  Indonesia  sebagai pemberi   amanah   yang   diwakilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga kepada Badan Pemeriksa Keuangan yang berperan sebagai pengawas dan evaluasi penyelenggara keuangan dan kekayaan negara.

4.1 Tugas   dan   Fungsi   Struktur BMN
Agar dapat menjalankan penatausahaan  yang  baik  dalam BMN, UAKPB harus lebih memahami tugas pokok dalam menyelenggarakan SIMAK-BMN tingkat pada satuan kerja.

4.1.1  Penanggungjawab UAKPB 
Sebagai  penanggungjawab  UAKPB, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

a. Menunjuk    dan    menetapkan petugas UAKPB

b. Menyiapkan                 rencana pelaksanaan SIMAK-BMN

c. Mengkoordinasi   pelaksanaan

SIMAK-BMN

d. Membentuk tin inventarisasi

e. Menandatangani          laporan kegiatan  dan  surat-surat untuk pihak luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem

f. Mengevaluasi    hasil    kerja petugas pelaksana

g. Menelaah buku inventaris dan buku persediaan       serta menandatangani LKB,KIB,DIR,DIL, dan Laporan BMN

h. Menyampaikan Laporan BMN pada  akhir  periode  laporan dan LKB pada akhir tahun anggaran ke UAPB

i.
Mengkoordinasi  pelaksanaan rekonsiliasi laporan BMN dengan Ditjen Kekayaan Negara  setiap  semester apabila diperlukan.

4.1.2  Petugas UAKPB

Petugas SIMAK-BMN  pada tingkat UAKPB terdiri dari petugas administrasi dan petugas verifikasi yang melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a.
Memelihara dokumen sumber dan dokumen akuntansi SIMAK-BMN

b. Melakukan Inventarisasi

c. Membukukan BMN ke dalam Buku Inventaris berdasarkan dokumen sumber

d. Memberi tanda registrasi pada BMN

e. Membuat DIR,KIB,DIL

f.
Menyusun   LBPP-S   setiap semester dan  LBPP-T setiap akhir Tahun Anggaran

g. Melaksanakan        rekonsiliasi internal antara Laporan BMN dengan Laporan Keuangan yang disusun oleh petugas akuntansi keuangan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan

h. Melaksanakan        rekonsiliasi Laporan BMN dengan Ditjen Kekayaan Negara setiap semester apabila diperlukan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan

i.  Menyimpan  arsip  data  BMN dan melakukan proses tutup buku setiap    akhir    Tahun Anggaran.

4.2 Prosedur   dalam   Penyusunan
Laporan SIMAK-BMN
Tujuan akhir dari adanya aplikasi SIMAK-BMN ini adalah dapat menghasilkan Laporan BMN yang mana untuk menghasilkan sebuah laporan tersebut perlu adanya perekaman  data  transaksi  oleh petugas SIMAK-BMN. Adapun langkah-langkah operator SIMAK- BMN dalam merekam transaksi tersebut sebagai berikut:

a. Petugas/Operator            Aplikasi SIMAK-BMN melakukan updating data BMN berdasarkan Berita  Acara  Serah  Terima Barang   atau   dokumen   sumber lain yang setara dengan itu serta dokumen pencairan dana berupa SPM dan SP2D jika perubahan tersebut terkait transaksi pembelian.  Namun  operator harus memastikan terlebih dahulu bahwa dalam aplikasi terdapat saldo awal yang merupakan nilai saldo akhir periode sebelumnya.

b. Kemudian   operator   melakukan proses pengiriman Arsip Data Komputer (ADK) ke Aplikasi SAK dan melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi tersebut merupakan pencocokan   data   nilai   barang yang diinput pada SIMAK-BMN laporan neraca (laporan posisi keuangan).

c. Jika  proses  rekonsiliasi  telah berjalan dan ada berita acara rekonsiliasi antara operator SIMAK-BMN dengan Operator SAK, maka operator SIMAK- BMN melakukan pencetakan laporan   barang   (intrakomtabel dan ekstrakomtabel) pada setiap akhir bulan untuk diperiksa dan ditandatangani oleh Penanggungjawab   Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).

d. Pada     setiap     semester     dan tahunan, petugas SIMAK-BMN melakukan rekonsiliasi dan updating data dengan pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai unit Pengelola BMN untuk mendapatkan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi.

e.  Seluruh dokumen output laporan, berita acara rekonsiliasi dengan SAK dan KPKNL didokumentasikan oleh operator SIMAK-BMN untuk dikompilasi oleh petugas SAK sebagai bagian dari  Laporan  Keuangan  Satker. Hasil kompilasi data tersebut siap disampaikan ke unit kerja eselon I dan wilayah.

4.3 Output  dari  Aplikasi  SIMAK
dan kaitannya dengan SAP 
Laporan     yang     dihasilkan     oleh SABMN tetap harus mengacu pada standart akuntansi pemerintah (SAP) yang    telah    ditetapkan,    sehingga sistem  yang  dibuatpun  harus  dapat memberikan    output    yang    sesuai dengan   standart   tersebut.   SIMAK BMN  menghasilkan  Kartu  Identitas Barang dan Daftar Inventaris  Barang Sebagai    salah    satu  alat    kontrol untuk      Barang      Milik      Negara. Adapun     dokumen/laporan      yang dihasilkan dari SIMAK-BMN terdiri dari:

a.  Daftar BMN;

b.
Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah;

c.
Kartu Inventaris Barang (KIB) Bangunan Gedung;

d.  Kartu       Inventaris       Barang (KIB)        Alat  Angkutan Bermotor;

e.   Kartu       Inventaris       Barang (KIB)  Alat Persenjataan;

f.  
Daftar      Inventaris      Lainnya (DIL);
g.  Daftar     Inventaris     Ruangan 

h. Laporan        Barang        Kuasa Pengguna (LBKP);
i.  Laporan       Kondisi       Barang (LKB).

j. Laporan Posisi BMN di Neraca k.   Catatan Ringkas BMN.

Beberapa gambaran umum diatas sudah penulis ungkapkan mengenai SIMAK-BMN. Pada dasarnya dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam proses perekaman data BMN pada aplikasi SIMAK-BMN, selain berkaitan dengan nilai  angka,  banyaknya  fitur menu  yang ada serta  rentannya  terhadap  virus  yang ada di komputer akan menyebabkan salah saji pada output laporan nantinya. Berdasarkan  hasil  wawancara  pada petugas SIMAK-BMN pada satuan kerja perguruan tinggi di kabupaten jember, tingkat   kesalahan   yang   paling   sering terjadi adalah pemilihan kode barang. Dan kode barang ini tidak dapat difilter secara otomatis melalui proses rekonsiliasi. Operator dituntut untuk lebih teliti juga pada pengelompokan barang, selain itu untuk  penetapan  status  kondisi  barang juga sering terjadi kesalahan karena operator SIMAK-BMN keliru dalam pemilihan Nomor Urut Pendaftaran. Dan masih banyak contoh lain yang menyebabkan kualitas laporan BMN menjadi kurang akuntabel. Maka dari itu dibutuhkan sebuah ketelitian dalam proses penatausahaan   dan   pengelolaan   BMN. Jika pengguna kurang cakap dalam pengoperasiannya maka hasil Laporannya juga tidak efektif.

Berdasarkan studi empiris dari beberapa literatur diantaranya penelitian Wijaya (2013) dalam Nasrudin (2015) dapat disimpulkan oleh penulis bahwa terdapat  hubungan  yang  erat  antara kualitas kemampuan pengguna aplikasi SIMAK-BMN dengan tingkat efektivitas pelaksanaan SIMAK-BMN dalam mewujudkan laporan yang transparan dan akuntabel. Berbeda dengan penelitian Abdurachman (2012) dari enam faktor yang diduga mempengaruhi efektivitas SIMAK-BMN hanya tiga faktor yang secara  signifikan  mempengaruhi efektivitas SIMAK-BMN yaitu kegunaan sistem, kemudahan sistem dan kualitas sistem, sedangkan tiga faktor lainnya yaitu faktor  kualitas  informasi,  lama penggunaan SIMAK-BMN dan kualitas pengguna tidak mempengaruhi secara signifikan.

5.  
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dari analisis terhadap beberapa literatur, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, maupun jurnal ilmiah serta wawancara pada petugas SIMAK-BMN  terkait  dengan implementasi   aplikasi     SIMAK-BMN dapat ditarik kesimpulan bahwa aplikasi SIMAK_BMN ini merupakan aplikasi yang terkomputerisasi, mengingat dengan begitu banyak data-data penting mengenai BMN di dalamnya, aplikasi ini rentan terkena virus. Maka dari itu petugas SIMAK-BMN lebih sering untuk backup data.

Saran untuk penelitian selanjutnya agar dapat dilakukan penelitian dengan menggunakan metode yang berbeda dan dalam perspektif yang berbeda, misalnya menggunakan teori stakeholder. Selain itu juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji secara empiris terhadap keefektivan SIMAK-BMN terhadap pengelolaan aset negara.
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